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ABSTRAK

Bastar Agung Prayoga (1405170784) Analiss Anggaran Sebagai Alat
Pengawasan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Adi Daerah Kabupaten
Langkat

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis
fungs anggaran sebagai alat pengawasan penerimaan reklame pada Dinas
Pendapatan Daerah Kab. Langkat. Untuk mengetahui  penyebab tingkat
penerimaan Pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kab. Langkat pada tahun
2013 sampai 2017 tidak mencapal target yang telah ditetapkan. Data penelitian
dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis
deskriptif, yaitu data yang digunakan untuk menganalisis data, dengan cara
mendeskripsikan data yang terkumpul sehingga memperoleh gambaran yang
lengkap tentang masalah yang diteliti.

Dari hasil pembahasan maka dapat dilihat bahwa anggaran belum berjalan dengan
baik sebagai alat pengawasan pajak reklame hal ini disebabkan karena setriap
tahunnya realisasi pajak reklame tidak mencapai target anggaran pajak reklame.
Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya nilai dari pendapatan asli
daerah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan
transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah yang sah yang belum dapat memenuhi
target setiap tahunnya.

KataKunci : Anggaran, Pengawasan, Pajak Reklame
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang M asalah

Pajak merupakan pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-
Undang yang tidak dapat dihindari, yang hasilnya digunakan untuk membiayai
pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Penerimaan dari setiap sektor pajak setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.
Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat diketahui setiap
rencana Pendapatan Negara dari sektor pajak yang mengalami peningkatan setiap
tahunnya. Pendapatan yang diperoleh dari sektor ini yang akan digunakan untuk
pembiayaan setiap pembangunan yang akan berjalan maupun pembangunan yang
sedang berjalan dan juga pendapatan negara dari sektor ini akan digunakan untuk
keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Perolehan yang meningkat setiap tahunnya akan dapat terwujud dengan
adanya pengelolaan sumber daya yang efisien dan mendukung untuk
pembangunan yang mensejahterahkan masyarakatnya. Seperti Indonesia yang
merupakan Negara Kesatuan yang menganut asas Desentralisasi dalam
pemerintahan dan juga yang merupakan salah satu negara berkembang harus terus
melakukan pembangunan agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat,
dengan adanya pembangunan yang terus dilakukan maka akan terpenuhinya
kebutuhan bagi rakyat. Hal ini dapat terwujud juga dengan adanya upaya
pemanfaatan dari masing — masing daerah, maka pembangunan harus lebih
diarahkan ke daerah. Berdasarkan Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal

5 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah



Daerah, ditetapkan bahwa penerimaan Negara dalam pelaksanaan desentralisasi
terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.

Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang diterapkan oleh
pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda) yang wewenang
pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan
untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Sumber penerimaan daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan
daerah menyatakan, Sumber penerimaan daerah terdiri atas :

a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
1) Hasil pajak daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, contohnya pajak bumi dan
bangunan, pajak reklame, pajak kendaraan, pajak hotel, dan lain-lain

2) Hasil retribusi daerah

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

4) Lain-lain PAD yang sah

5) Dana perimbangan; dan

6) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.



Dalam undang-undang tersebut, memperlihatkan adanya upaya untuk
memperkuat struktur keuangan daerah yang dimaksudkan untuk meningkatkan
kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk
mewujudkan otonomi di daerah, kemampuan keuangan daerah merupakan salah
satu faktor penting karena sesuai dengan azas desentralisasi daerah kabupaten dan
kota sebagai otonomi daerah otonom berhak mengatur secara financial harus
bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin
menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah yang salah satu sumbernya adalah Pajak Reklame,
merupakan salah satu sumber yang sangat potensial untuk mewujudkan
pembangunan daerah. Pajak reklame juga memiliki peranan yang cukup besar
sebagal salah satu sumber pendukung pencapaian Pendapatan Asli Daerah.
Melalui pemungutan pajak reklame yang banyak mengalami hambatan pada
pelaksanaan pemungutan, mengakibatkan menjadi tidak tercapainya Pendapatan
Asli Daerah yang telah ditetapkan.

Pemungutan dalam pajak reklame dilakukan tidak sembarangan, yakni
sesual dengan ketetapan yang telah ditentukan yang tidak mempengaruhi reklame
tersebut seperti dari segi nila sewa, dan melalui letak strategis reklame.
Berdasarkan hal tersebut apabila tidak diperhatikan maka akan mempengaruhi
pembangunan daerah.

Menurut Julita dan Jufrizen (2014, hal 7) Anggaran adalah “Suatu rencana
yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan yang ada dalam
perusahaan yang dinyatakan dalam kesatuan unit moneter dan berlaku untuk

jangka waktu tertentu untuk masa yang akan datang.



Menurut Hehanusa (2013, hal.47) Anggaran merupakan salah satu cara
mengadakan pengawasan dalam perusahaan/pemerintah. Pengawasan itu
merupakan usahausaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun
sebelurnnya dapat dicapai.

Pengawasan merupakan penggunaan bentuk sasaran yang telah di tetapkan
dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan mangjerial. Dengan
melakukan perbandingan pelaksanaan nyata dengan yang direncanakan. Jadi
perencanaan anggaran adalah penetapan standar sebagai langkah pertama dalam
pengawasan.

Berikut ini adalah data realisasi dan target penerimaan pajak reklame pada
Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat dalam kurun waktu 3 tahun.

Tabel I-1

Daftar Realisas dan Target Penerimaan Pajak reklame Beserta
Penerimaan PAD Kab. Langkat

Tahun Target Realisas PAD Caf))/?]an
2015 163.107.811 | 143.520.000 | 592.759.706.798 87
2016 216.659.656 | 197.042.000 | 610.439.739.490 80
2017 269.333.925 | 250.916.160 | 676.540.322.667 75

Sumber Data : Dinas Pendapatan Adi Daerah K abupaten L angkat
Berdasarkan tabel 1.1 laporan target dan realisasi penerimaan pajak
reklame pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat, fenomena yang
terjadi adalah tidak tercapainya target hal ini menunjukkan pengawasan anggaran
yang dilakukan belum berjalan dengan baik sementara menurut peraturan Bupati
Langkat Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan
Pajak Daerah dan menurut Siagian (2002:259), “Pengawasan dilakukan bertujuan
untuk mencegah terjadinya diviasi dalam opersional atau rencana, sehingga

berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik



dalam arti bukan hanya sesuai rencana, akan tetapi dengan tingkat efektifitas yang
setinggi mungkin.”

Berdasarkan tabel 1.1 juga menunjukkan bahwa kemampuan pengawasan
Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat dalam merealisasikan pajak
reklame belum maksimal, terlihat dari tahun 2015 s/d 2017 belum mampu
tercapainya target atau rencana yang telah ditetapakan. Dalam pasal 1 Peraturan
Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “Pengawasan atas
penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan
menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai
dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Nafarin (2009, Hal
30) Anggaran merupakan alat pengawasan (controlling), pengawasan berarti
mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan perkerjaan dengan cara -
Membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran) - Melakukan tindakan
perbaikan apabila dipandang perlu (apabila terdapat penyimpangan yang
merugikan).”

Penelitian yang dilakukan oleh Hanum (2010) Peranan Anggaran
Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Studi
Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara, hasil penelitian menunjukkan
bahwa peranan anggaran penerimaan pajak daerah belum dapat dijadikan sebagai
alat perencanaan dan pengawasan dengan baik.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah terletak
pada variabel yang digunakan, pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel

pendapatan asli daerah sedangkan penelitian ini menggunakan variabel pajak



reklame, objek penelitian terdahulu dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah
Sumatera Utara, sementara objek penelitian ini dilakukan pada Dispenda
Kabupaten Langkat.

Berdasarkan dari latar belakang, fenomena dan penelitian terdahulu yang
telah dijabarkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang
berjudul “ Analisis Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Pajak Reklame Pada

Dinas Pendapatan Adli Daerah Kabupaten Langkat”.

B. Identifikas M asalah
Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis dapat mengidentifikasi
masalah sebagai berikut :
1. Penerimaan Pajak reklame dari tahun 2015 sampai dengan 2017 belum
tercapainyatarget yang telah ditentukan.
2. Kemampuan pengawasan Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Langkat dalam merealisasikan pajak reklame belum maksimal.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang di
dapat adalah :
1. Bagaimana fungsi anggaran sebagai alal pengawasan penerimaan pajak
reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Langkat ?
2. Mengapa tingkat penerimaan Pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah
Kab. Langkat pada tahun 2015 sampai 2017 tidak mencapai target yang

telah ditetapkan ?



B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi anggaran sebagai alat
pengawasan penerimaan reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kab.
Langkat.

2. Untuk mengetahui penyebab tingkat penerimaan Pajak reklame di Dinas
Pendapatan Daerah Kab. Langkat pada tahun 2013 sampai 2017 tidak

mencapai target yang telah ditetapkan

Manfaat penelitian

1. Bagi Peneliti
Dapat memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai fungsi anggaran
sebagaia alat pengawasan pajak reklame.

2. Bagi pihak Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat
Sebagai bahan masukan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam
memecahkan masalah yang terjadi di perusahaan sehingga tujuan
perusahaan dapat dicapai secara optimal.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan bagi peneliti yang akan

meneliti masalah yang sama.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Teoritis
1. Anggaran
a. Pengertian Anggaran

Salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan (planning). Perencanaan
merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai
gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai
tujuan yang diinginkan.

Menurut Munandar (2015, hal.11), “Anggaran yaitu suatu rencana yang
disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang
dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka periode
tertentu yang akan datang”.

Perencanaan berarti menentukan sebelumnya kegiatan yang mungkin
dapat dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Keberhasilan suatu kegiatan
dalam pencapaian tujuannya yang efisien dan efektif ditentukan oleh adanya
perencanaan yang matang, organisasi yang tepat, serta pengelolaan yang baik.

Sedangkan Bastari (2015, hal.173), “Anggaran merupakan perencanaan
mangjerial  untuk melakukan suatu tindakan dalam ungkapan-ungkapan
keuangan”. Anggaran merupakan istilah singkat dari perencanaan laba yang
terpadu dan meliputi pilihan-pilihan managjemen dan tujuan-tujuan terhadap

organisasi”.



Nafarin (2013, hal.11) “Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis
mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam suatu uang, tetapi
dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa’.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum anggaran
merupakan suatu rencana kerja yang disusun secara sistematis yang dinyatakan
dalam satuan uang, barang atau jasa untuk waktu periode yang akan datang.

b. Tujuan dan M anfaat Anggaran

Penyusunan anggaran berurusan dengan masa depan. Tujuan penyusunan
anggaran bagi perusahaan adalah memprediksi tingkat aktivitas operasi dan
keuangan perusahaan di masa mendatang. Tujuan utama penyusunan anggaran
adalah menyediakan informasi kepada pihak manajemen perusahaan untuk
digunakan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan.

Parulian (2013, hal.30) tujuan yang terkait dengan penyusunan anggaran
adalah sebagai berikut :

1) Perencanaan

Anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan ebijakan
perusahaan

2) Koordinasi

Anggaran dapat mempermudah koordinasi antarbagian-bagian di
dalam perusahaan

3) Motivasi

Anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target-target

tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan.
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Pengendalian
Keberadaan anggaran di perusahaan memungkinkan manajemen untuk
melakukan fungsi pengendalian atas aktivitas-aktivitas yang

dilaksanakan dalam perusahaan.

Secara sistematis anggaran mempunyai tujuan yang meliputi seluruh

kegiatan yang ada dalam perusahaan yang dinyatakan dalam kesatuan unit

moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu untuk masa yang akan datang.

Tujuan penyusunan anggaran menurut Nafarin (2013, hal.19), antara lain

adalah sebagai berikut :

1)

2)
3)

4)

Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber
dan investasi dana.

Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan.
Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai
hasil yang maksimal.

Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan
anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum anggaran

bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan

keputusan di perusahaan.

Menurut Nafarin (2013, hal.19), anggaran mempunyai banyak manfaat

antaralain:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama.
Dapat dipergunakan sebagai alat menilai  kelebihan dan
kekurangan pegawai.

Dapat memotivasi pegawai.

Menimbulkan rasa tanggung jawab pada pegawai.

Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu.
Sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana yang dapat
dimanfaatkan seefisien mungkin.



c. Fungs Anggaran

Dalam upaya mencapai tujuan didirikannya perusahaan, organisasi
perusahaan memiliki berbagai fungsi yang berkaitan dengan pencapaian tujuannya

tersebut. Maka anggaran sangat diperlukan dalam suatu perusahaan, berikut

adalah beberapa fungsi anggaran.

Menurut Nafarin (2013, hal.5), seluruh fungsi anggaran di dalam suatu

organisasi dapat dikelompokkan ke dalam empat fungsi pokok, yaitu fungsi :

1)

2)

3)

4)

Planning (Perencanaan)

Didalam fungsi ini ditetapkan tujuan jangka panjang, tujuan
jangka pendek, sasaran yang ingin dicapai, strategi yang akan
digunakan dan sebagainya. didalam fungsi ini berkaitan dengan
segala sesuatu yang ingin dihasilakan dan dicapai perusahaan di
masa mendatang. termasuk di dalamnya menetapkan produk yang
akan dihasilkan, bagaimana menghasilkannya, sumber daya yang
dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut, bagaimana
memasarkan produk tersebut dan sebagainya

Organizing (Pengorganisasian)

Setelah segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai
perusahaan di masa depan telah ditetapkan, maka perusahaan
harus mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan
rencana yang telah tersebut. Dimulai dari upaya memperoleh
bahan baku, mencari mesin yang dibutuhkan untuk mengelola
bahan tersebut, bangunan yang dibutuhkan untuk mengelola
produk tersebut, mencari tenaga kerja dengan kualifikasi yang
dibutuhkan, mencari modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan
produk yang direncanakan dan sebagainya.

Actuating (Menggerakkan)

Setelah sumber daya yang dibutuhkan diperoleh, maka tugas
manajemen selanjutnya adalah mengarahkan dan mengelola setiap
sumber daya yang telah dimiliki perusahaan tersebut agar dapat
digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Setiap
seumber daya yang ada harus dikerahkan, dikoordinasikan satu
dengan lainnya agar dapat bekerja optimal untuk mencapai tujuan
perusahaan.

Controlling (Pengendalian)

Setelah sumber daya yang dibutuhkan perusahaan diperoleh dan
diarahkan untuk bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing,
maka langkah berikutnya adalah memastikan bahwa setiap sumber
daya tersebut telah bekerja sesuai dengan rencana yang telah
dibuat perusahaan untuk menjamin bahwa tujuan perusahaan
secara umum dapat dicapai. Fungsi ini berkaitan erat dengan
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upaya untuk menjamin bahwa setiap sumber daya organisasi telah
bekerja dengan efektif dan efisien.

Setelah segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan di
masa depan telah ditetapkan, maka perusahaan harus mencari sumber daya yang
dibutuhkan untuk merealisasikan rencana yang telah tersebut. Dimulai dari upaya
memperoleh bahan baku, mencari mesin yang dibutuhkan untuk mengelola bahan
tersebut, bangunan yang dibutuhkan untuk mengelola produk tersebut.

Menurut Sasongko dan Parulian (2015, hal.3) kelompok fungsi anggaran
yaitu:

1) Perencanaan Anggaran memberikan arahan bagi penyusunan

tujuan dan kebijakan perusahaan.

2) Koordinasi Anggaran dapat mempermudah  koordinasi

antarbagian-bagian di dalam perusahaan.

3) Motivasi Anggaran membuat mangjemen dapat menetapkan

target-target tertentu yang harus dicapai oleh perusahan.

4) Pengendalian Keberadaan anggaran di perusahaan memungkinkan

manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian.
2. Pendapatan Daerah
a. Pengertian Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32
Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari

penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu

sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan daerah menurut Pasal 20 ayat 1 huruf aterdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
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Menurut Undang-undang No 32 tahun 2004 pasal 1 angka 15 adalah
sebagai berikut: “Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai

penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan.”

Sedangkan Menurut Abdul Halim (2002:64), pendapatan adalah :
“Semua penerimaan dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari

berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran pendapatan
daerah merupakan sebuah rencana yang menargetkan pendapatan yang akan
diperoleh sehingga dapat diperkirakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan

diperoleh oleh Pemerintah Daerah.

Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005:38) Pendapatan asli daerah
Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil
distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan

otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan
asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan
oleh daerah dalam rnelaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai
dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan
dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan
pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak
hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan

kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah dianggap sebagai
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aternatif dalam memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai
keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan
rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang

dikehendaki setiap daerah.

Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah
dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan
pembangunan daerah pada Kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan
bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan

meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang
bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, basil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,
yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali
pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudan asas
desentralisasi. (Penjelasan UU N0.33 Tahun 2004).

b. Sumber-sumber Pendapatan Adli Daerah

Dalam rangka menggali sumber-sumber keuangan daerah terutama
dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah harus berusaha
mencari sumber-sumber keuangan yang potensial yaitu pajak daerah dan retribusi
daerah. Kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah
diatur dengan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti
peraturan pelaksananya dengan PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan

PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Pajak daerah dan retribusi
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daerah merupkan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam

penyelenggaraan otonomi daerah.

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut,
dilaksanakan dengan menerbitkan peraturan daerah (Perda). UU No.34 Tahun
2000 tersebut memberikan peluang kebebasan kepada Pemerintah Daerah untuk
menyusun Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dampak yang timbul
kemudian adalah banyaknya bermunculan Perda-perda baru tentang Pajak dan
Retribusi Daerah yang meresahkan masyarakat dan pelaku usaha sehingga
menimbulkan kondisi yang tidak kondusif bagi perkembangan ekonomi dan
investasi secara nasional. Selain itu, Perda-perda baru tersebut menimbulkan
terjadinya pungutan-pungutan yang pada akhirnya menciptakan ekonomi biaya

tinggi (high cost economy) yang memberatkan ekonomi nasional.

Namun demikian berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 dan UU No. 32
Tahun 2004 Pemerintah diberikan mandat untuk memonitor dan mengevaluasi
perda DPRD. Pada kenyataannya kewenangan yang diberikan kepada Daerah
tersebut memberikan dampak banyaknya perda tentang pajak daerah dan retribusi
daerah tersebut yang dibatalkan oleh pemerintah, karena dianggapbertentangan
dengan undang-undang di atasnya dan mengganggu iklim investasi dan usaha di
daerah sehingga memberatkan pelaku usaha. Ketentuan tentang penerbitan
Peraturan Daerah yang harus mendapatkan pengesahan dari Pusat dirasakan telah
mengurangi makna otonomi daerah sebagai perwujudan kemadirian daerah dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
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Keuntungan dari selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing,
pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda
pajak, pendapatan denda retribusi. Pendapatan hasil eksekusi atau jaminan,
pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari

angsuran/cicilan penjualan.

Menurut Halim (2004:67), “PAD dipisahkan menjadi empat jenis
pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah,
dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang
sah”. Klasifikasi PAD yang dinyatakan oleh Halim (2004:67) adalah sesuai

dengan klasifikasi PAD berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.

1) Pajak Daerah

Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU
Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam Saragih
(2003:61), yang dimaksud dengan pajak daerah adalah “iuran wajib yang
dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung
yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintah daerah dan pembangunan daerah”. Menurut Halim (2004.67), “pajak
daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak”. Jenis-jenis pajak

daerah untuk kabupaten/kota menurut Kadjatmiko (2002:77) antaralain ialah:

a) Pajak hotel
b) Pajak restoran

c¢) Pajak hiburan
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d) Pajak reklame

€) Pajak penerangan jalan

f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C
g) Pajak parkir

2) Retribus Daerah

Yang dimaksud dengan retribusi menurut Saragih (2003:65) adalah
“pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang

pribadi atau badan”.

Menurut Halim (2004:67), “Retribusi daerah merupakan pendapatan
daerah yang berasal dari retribusi daerah”. Retribusi untuk kabupaten/kota dapat

dibagi menjadi 2, yakni:

a) Retribusi untuk kabupaten/kota ditetapkan sesuai kewenangan masing-masing
daerah, terdiri dari: 10 jenis retribusi jasa umum, 4 jenis retribusi perizinan
tertentu

b) Retribusi untuk kabupaten/kota ditetapkan sesuai jasa/pelayanan yang
diberikan oleh masing-masing daerah, terdiri dari: 13 jenis retribusi jasa
usaha. (K adjatmiko,2002:78).

Menurut Halim (2004:68) Jenis pendapatan retribusi  untuk

kabupaten/kota meliputi objek pendapatan berikut:

a) Retribusi pelayanan kesehatan
b) Retribusi pelayanan persampahar/kebersihan

c) Retribusi pergantian biaya cetak KTP
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Retribusi pergantian cetak akta catatan sipil
Retribusi pelayanan pemakaman

Retribusi pelayanan pengabuan mayat

Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
Retribusi pelayanan pasar

Retribusi pengujian kendraan bermotor

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
Retribusi penggantian biaya cetak peta

Retribusi pengujian kapal perikanan

Retribusi pemakaian kekayaan daerah

Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan
Retribusi jasa usaha tempat pelelangan

Retribusi jasa usaha terminal

Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir
Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa
Retribusi jasa usaha penyedotan kakus

Retribusi jasa usaha rumah potong hewan
Retribusi jasa usaha pelayaran pelabuhan kapal
Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga
Retribusi jasa usaha penyebrangan diatas air
Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair
Retribusi jasa usaha penjualan produks usaha daerah

Retribusi izin mendirikan bangunan

ad) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
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bb) Retribusi izin gangguan
cc) Retribusi izin trayek
2. Pengawasan
a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan bisa di defenisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh
mangjemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan
yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menetukan apakah kinerja sejalan
dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang
diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif
dan seefisien mungkin di dalam mencapai tujuan.

Menurut Halim dan Kusufi (2013, hal. 88 ) “Pengawasan atau kontrol
harus selalu dilaksanakan pada organisasi sektor publik. Fungsi ini dilakukan oleh
mangjer sektor publik terhadap pekerjaan yang dilakukan dalam satuan atau unit
kerja’.

Kontrol diartikan sebagai proses mengukur (measurement) dan menilai
(evaluation) tingkat efektivitas kerja personal dan tingkat efisiensi penggunaan
sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.”

Suprihanto (2012, hal. 101) pengertian pengawasan adalah:
“Tindakan atau proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan,
kegagalan, untuk kemudian dilakukan perbaikan dan mencegah terulangnya
kembali kesalahan-kesalahan itu, begitu pula menjaga agar pelaksanaan tidak

berbeda dengan rencana yang ditetapkan.”
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Pengawasan pada hakekatnya mengatur apakah kegiatan sesuai dengan
persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam perencanaan. Dengan demikian
fungsi pengawasan membawa kita pada fungsi perencanaan.

Manullang (2014, hal. 173) mengemukakan: “Pengawasan dapat diartikan
sebagal suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan,
menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan rencana semula.”

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan
merupakan kegiatan pengamatan dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan kerja
yang telah ditetapkan, apabila terjadi penyimpangan akan dapat segera diketahui
dengan cepat sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan.

b. Karakteristik Pengawasan

Fungsi pengawasan mencakup pengukuran keadaan yang sesungguhnya
dengan standar yang dapat dipakai untuk mengkoordinir kegiatan organisasi,
memfokuskannya ke arah yang tepat dan memudahkan tercapainya keseimbangan
dinamis.

Handoko (2013, hal. 373) Karakteristik-karakteristik pengawasan yang
efektif adalah sebagai berikut :

1. Akurat.

Informasi tentang pelaksanaan keterangan harus akurat, data tidak
akurat, data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat
menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru
atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnyatidak ada.

2. Tepat Waktu

Informasi  harus dikumpulkan, disampaikan dan di eveluasi
secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.

3. Obyektif dan menyeluruh
Infomasi harus mudah di fahami dan bersifat obyektif serta

lengkap.
4. Terpusat padatitik-titik pengawasan strategik
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Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-
bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari stantard paling
sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling
fatal.

5. Redlistik secara ekonomis.
Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau
paling tidak sama, dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem
tersebut.

6. Realistik secara organisasional
Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-
kenyataan organisasi.

7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi
Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja
dengan organisasi, karena setiap tahap dari proses pekerjaan dapat
mempengaruhi akses atau kegagalan dan keseluruhan operasi dan
informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang
memerlukannya.

8. Fleksibel
Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan
tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari
lingkungan.

9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional
Sistem pengawasan harus efektif harus menunjukkan,baik deteksi
atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya
diambil.

10. Diterima para anggota organisasi.
Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja
para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi,
tanggung jawab dan berprestasi.

Titik berat pengawasan sesungguhnya berkisar pada manusia, sebab
manusia itulah yang melakukan kegiatan-kegiatan dalam badan usaha atau badan
organisasi yang bersangkutan. Mereka mengawasi kegiatan-kegiatan dan
memahami serta menguasai sistem pengawasan yang dianut oleh perusahaan.
Tanpa pengertian dan pemahaman yang demikian, sistem pengawasan yang
ditetapkan tidaklah efektif sifatnya.

c. Tipe-Tipe Proses Pengawasan
Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan

penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang kan
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datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan
terjadi.

Menurut Handoko (2013, hal. 361) ada tiga dasar jenis penggolongan
pengawasan yaitu :

1. Pengawasan Pendahuluan (feedforward control)
Pengawasan pendahuluan, atau sering disebut steering controls,
dirancang untuk  mengantisipasi masalah-masalah  atau
penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan, dan koreksi
dilakukan sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.

2. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan
kegiatan (concurrent contol)
Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari
suatu prosedur harus disetujui terlebih dahulu, atau syarat tertentu
yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kegiatan-kegiatan
bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “double-check”
yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

3. Pengawasan umpan balik (feedback control)
Pengawasan umpan balik juga dikenal sebagai past-action controls,
mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.
Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan,
dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan
serupa di masa yang kan datang. Pengawasan ini bersifat historis,
pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.

Titik berat pengawasan sesungguhnya berkisar pada manusia, sebab
manusia itulah yang melakukan kegiatan-kegiatan dalam badan usaha atau badan
organisasi yang bersangkutan. Mereka mengawasi kegiatan-kegiatan dan
memahami serta menguasai sistem pengawasan yang dianut oleh perusahaan.
Tanpa pengertian dan pemahaman yang demikian, sistem pengawasan yang
ditetapkan tidaklah efektif sifatnya.

Sedangkan pendapat Herujito (2012, hal. 249) mengelompokkan tipe-tipe
pengawasan dalam empat (4) jenis yaitu:

1. Pengendalian Pra Tindakan (Pre Action Contral).

Menurut konsep pengendalian, suatu tindakan bias diambil bila

sumber daya manusia, bahan dan keuangan diseleksi dan tersedia
dalam jenis, jJumlah dan mutu yang tepat
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2. Pengendalian Kemudi (Steering Controls) atau Pengawasan Umpan
Maju (Feedforward Control).
Metode ini dibentuk untuk mendeteksi penyimpangan dari
beberapa standard atau tujuan tertentu dan memungkinkan
pengambilan tindakan koreksi di depan. Bila pemimpin melihat
adanya penyimpangan dia dimungkinkan untuk melakukan koreksi,
sekalipun kegiatan belum selesai dilakukan. Pengendalian ini
efektif bila pemimpin pada waktu yang tepat dapat memperoleh
informasi yang akurat.

3. Pengendalian Secara Secara Skrining atau Pengendalian Y a/Tidak
(Screening or Yes/No Controls)
Metode ini sangat luas digunakan karena mampu melakukan
penelitian ganda, ketika pengamanan terhadap resiko tindakan
mangjer sangat diperhatikan. Metode ini fungsional bila prosedur
dan syarat-syarat tertentu disepakati sebelum melakukan kegiatan

4. Pengendalian Purna Karya (Post Action Controls)
Metode pengendalian digunakan untuk melihat adanya
penyimpangan arah dan tujuan perusahaan setelah kegiatan selesai.
Pengendalian ini hampir mirip dengan evaluasi yang waktu
pelaksanaannya ditetapkan.

3. Pajak
a. Pengertian Pajak Reklame

Untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah
daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Reklame
yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan
pengenaan dan pemungutan Pajak Reklame di daerah kabupaten/kota yang
bersangkutan.

Menurut Hulu (2012, hal.45) “Pajak reklame adalah pajak atas
penyelenggaraan reklame. Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada
seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia’.

Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah
kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak

kabupaten atau kota
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Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Reklame, Pajak Reklame adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.
Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak
ragamnya untuk tujuan komersial.

Setigp perencanaan penempatan reklame harus memperhatikan estetika,
keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana tata
ruang wilayah. Penataan reklame diatur menurut tempat, jenis, ukuran, konstruksi
dan kawasan (lokasi).

b. Jenis-Jenis Pajak Reklame

Pajak Reklame yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam
teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Reklame di daerah
kabupaten/kota yang bersangkutan.

Untuk jenis-jenis reklame berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 tahun
2007 tentang Reklame adalah sebagai berikut :

1) Reklame papan (billboard/baliho/neon box/megatron/videotron)
2) Reklamekain

3) Reklame selebaran

4) Reklame melekat/stiker/poster

5) Reklame kendaraan

6) Reklame udara

7) Reklame slide atau reklame film

8) Reklame peragaan

9) Reklame berjalan
10) Reklame suara

Mardiasmo (2009, hal.134) Efektivitas merupakan suatu ukuran
berhasil atau tidaknya suatu organisasi untuk dapat mencapai tujuannya.
Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang dikeluarkan

untuk mencapal tujuan tersebut. Suatu organisasi sektor publik dapat
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dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.



4. Pendlitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat diuraikan berikut ini , hal.

Tabd Il.1
Penelitian Terdahulu
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Peneliti

Judul Pendlitian

Hasl| Penelitian

Taufan
Sufatriansa
Awal (2017)
Skripsi
Universitas
Halu Oleo

Analisis Paak Reklame Dalam
Meningkatkan  Pendapatan  Adli
Daerah Kota Kendari

Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa
pengelolaan pajak
reklame di Kota
Kendari masih
kurang optimal dan
belum memberikan
pengaruh yang
signifikan terhadap
peningkatan
pendapatan
daerah
Kendari.

asli
Kota

Zulia Hanum
(2012)
Skripsi
UMSU

Peranan Anggaran Penerimaan Pajak
Daerah Sebagai Alat Perencanaan
Dan Pengawasan Studi Kasus Di
Dinas Pendapatan Daerah Sumatera
Utara

Anggaran
penerimaan pajak
daerah yang dibuat
oleh Dinas
Pendapatan Daerah
Sumatera Utara
belum dapat
dijadikan  sebagai
aat  perencanaan
dan  pengawasan
sehingga masih ada
perencanaan yang
diharapkan  tidak
dapat direalisasikan
dengan baik.

Heri
Ramdhani
(2010)
Skripsi UMS

Peranan Pengawasan Pajak Dalam
Penerimaan Pajak Reklame Di
Kabupaten Garut

Pengawasan
terhadap
penerimaan  pajak
reklame sangat
diperlukan agar apa
yang telah
direncanakan
dalam
pembangunan
dapat dibiayai
dengan pasti. Oleh




27

karena itu peranan
Badan  Pengelola

Keuangan perlu
ditingkatkan
mengingat
fenomena yang
sering terjadi

adalah penerimaan
daerah dari pajak
reklame ini sering
disalahgunakan
oleh oknum-oknum
tertentu untuk
kepentingan
pribadi.

Triski
Meylani
Lengkong
(2012)

Vol 11 No. 1

I ntan

Analisis Potensi Dan Efektivitas
Pemungutan Pajak Reklame Di Kota
Bitung

Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa tingkat
efektifitas  Pajak
Reklame tahun
2011, 2012 dan
2013 mendapat
kategori  “Sangat
Efektif”, sedangkan
tahun 2014 dengan
kategori “Efektif”.
Berdasarkan
perhitungan  data
historis, potensi
penerimaan  Pajak
Reklame Kota
Bitung pada tahun
2015 adalah
sebesarRp
91.376.453.510.

Nio Anggun
Sripradita
(2014)
| SSN:
0229

1411-

Analisis Efektivitas Penerimaan
Pajak Reklame Daam Upaya
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Hasil dari
penelitian ini yaitu
pajak reklame di
Kabupaten Kediri
memiliki  potensi
yang cukup besar
dibandingkan jenis

pajak daerah
lainnya. Rata-rata
efektivitas

penerimaan  pajak
reklame sebesar
111,02% dan rata-
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rata

efektivitas

PAD periode 2008-

2012
125,07%

sebesar
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B. Kerangka Berfikir

Pendapatan Asli Daerah yang salah satu sumbernya adalah Pajak Reklame,
merupakan salah satu sumber yang sangat potensial untuk mewujudkan
pembangunan daerah. Pajak reklame juga memiliki peranan yang cukup besar
sebagal salah satu sumber pendukung pencapaian Pendapatan Asli Daerah.
Melalui pemungutan pajak reklame yang banyak mengalami hambatan pada
pelaksanaan pemungutan, mengakibatkan menjadi tidak tercapainya Pendapatan
Asli Daerah yang telah ditetapkan.

Pemungutan dalam pajak reklame dilakukan tidak sembarangan, yakni
sesual dengan ketetapan yang telah ditentukan yang tidak mempengaruhi reklame
tersebut seperti dari segi nila sewa, dan melalui letak strategis reklame.
Berdasarkan hal tersebut apabila tidak diperhatikan maka akan mempengaruhi
pembangunan daerah.

Menurut Julita dan Jufrizen (2014, hal 7) Anggaran adalah “Suatu rencana
yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan yang ada dalam
perusahaan yang dinyatakan dalam kesatuan unit moneter dan berlaku untuk
jangka waktu tertentu untuk masa yang akan datang.

Pengawasan merupakan penggunaan bentuk sasaran yang telah di tetapkan
dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan mangjerial. Dengan
melakukan perbandingan pelaksanaan nyata dengan yang direncanakan. Jadi
perencanaan anggaran adalah penetapan standar sebagai langkah pertama dalam

pengawasan.
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Gambar 1.1

Kerangka Berfikir



BAB |1

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu
penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan dan
menganalisis data dengan melakukan perbandingan antara teori -teori dengan data
objektif yang terjadi sehingga memberikan gambaran yang lengkap tentang
permasalahan penelitian. Adapun yang perlu dianalisa dalam penelitian ini adalah
anggaran sebagai alat pengawasan pajak reklame.
B. Definisi Operasional Variabel
Tujuan utama dari pemberian definisi operasional adalah suatu definisi
yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau memberikan
operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Adapun definisi
operasional dari penelitian ini adalah
1. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk
angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan
perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang.
2. Pengawasan bisa didefenisikan sebagal suatu usaha sistematis oleh
mangjemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau
tujuan yang telah di tentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah
kinerja sejalan dengan standar tersebut
3. Pajak reklame adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan
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corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk
memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau
orang
C. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penenlitian
Penelitian di lakukan pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Langkat Jalan T. Amir Hamzah Stabat
2. Waktu Pendlitian
Penelitian ini dilakukan dari bulan Agustus sampai Oktober 2018.

Tabel 111-1. Waktu Penedlitian

Bulan Pelaksanaan 2018

Agt Sept Oktober

Jadwal kegiatan

1.Pengajuan judul

2.Pembuatan Proposa

3. Bimbingan Proposa
4. Seminar Proposa

5. Pengumpulan Data

6. Bimbingan Skripsi

7. Sidang Meja Hijau

D. JenisDan Sumber Data
1. Kuantitatif
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kuantitatif. Data
kuantitatif adalah data berbentuk angka-angka seperti data anggaran dan realiasai
penerimaan pajak reklame.
2. Sekunder
Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian

ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari
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perusahaan berupa data tertulis, seperti laporan anggaran dan realisasi penerimaan
pajak reklame.
E. Teknik Pengumpulan Data
1. Dokumentas
Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi
yaitu dengan mempelgjari, mengklasifikasikan, dan mengalisis data sekunder
berupa catatan—catatan, laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang terkait
dengan lingkup penelitian ini. Data penelitian mengenal anggaran dan realisasi
penerimaan pajak reklame.
2. Wawancara
Yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai
pihak-pihak yang bersangkutan dalam organisasi untuk memperoleh data yang
berhubungan dengan materi pembahasan. .
F. Teknik AnalissData
Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis
deskriptif, yaitu dengan cara menganalisis data-data laporan pendapatan asli
daerah yang mengenai anggaran dan realisasi penerimaan pajak reklame.
kemudian ditarik kesimpulan dari data laporan keuangan. Data penelitian
dianalisis dengan pendekatan menganalisi perputaran piutang dalam
meningkatkan laba bersih. Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan analisis
data penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Mengumpulkan data anggaran dan realisasi pajak reklame

2. Mengamati data anggaran dan realisasi pajak reklame
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3. Menganalisis anggaran dan realisasi pajak reklame dengan mengaikatkan
teori dan hasil penelitian yang relavan

4. Menarik kesimpulan dari hasil pembahasan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pendlitian
1. Deskrips Data
a. Data Anggaran Dan Realisas Pendapatan Adi Daerah
Untuk melihat anggaran Pendapatan Asli Daerah Kota Stabat dapat

dilihat padatable berikut ini :

Tabel 1V.1
Target dan Realisas Pendapatan Adli Daerah Kota Stabat Tahun 2015-2017
Selish
Tahun Target Realisas ( Dalam Rupiah)
2015 592.759.706.798 567.805.891.385,46 | -24.953.815.412,54
2016 610.439.739.490 573.201.021.262,92 | -37.238.718.227,08
2017 676.540.322.667 658.060.502.765,46 | -18.479.819.901,54
Rata-Rata | 586.066.321.528 561.573.850.623 -24.492.470.905

Sumber: Data Pendapatan Daerah Pemda Stabat (2018)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai terendah realisasi pendapatan
daerah terdapat pada tahun 2012 yaitu sebesar 465.868.953.787 dan nilai tertinggi
terdapat pada tahun 2016 yaitu sebesar 658.060.502.765,46 dengan nilai rata-rata
pendapatan daerah yang diterima dari tahun 2012-2106 sebesar
561.573.850.623.Untuk selisih antara anggaran pendapatan daerah dan realisasi
yang terendah terdapat pada tahun 2013 yaitu sebesar -18.488.701.753,50 dan
selisih tertinggi terdapat pada tahun -37.238.718.227,08 dengan nilai rata-rata

sebesar -24.492.470.905.

35



36

Berdasarkan tabel 1V.1 dapat dilihat selama lima tahun terakhir bahwa pada
tahun 2015-2017 tidak mencapai target anggaran yang telah dibuat pemerintah
Kota Stabat, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah kota Stabat dalam
menghasilkan pendapatan daerah belum baik. pentingnya pendapatan sebagai
sumber keuangan Pemerintahan Kota Medan, Daerah otonom harus memiliki
keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri,
mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan pada bantuan
pusat harus seminimal mungkin sehingga PAD harus menjadi bagian sumber
keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat
dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan

b. Pajak reklame

Anggaran dapat dikatakan sebagai pengelola aktivitas belanja pemerintah
bagi pemerintah dan memberikan cara atas pemerolehan pendapatan dan
pembiayaan. Bagi pemerintah tentu dalam periode tahunan tetapi dapat juga
terjadi anggaran disiapkan dalam waktu kurang ataupun lebih dari satu tahun.

Berikut adalah data pagjak reklame Pemda Stabat periode 2015-2017 :

Tabel 1V.2
Data Anggaran Pajak reklame Pada K ota Stabat Tahun 2015-2017
Tahun Target Realisas Caf))/?]an
2015 163.107.811 | 143.520.000 87
2016 216.659.656 | 197.042.000 80
2017 269.333.925 | 250.916.160 75

Sumber : Data Pendapatan Daerah Pemda Stabat (2018)
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai terendah untuk realisasi
pajak reklame terdapat pada tahun 2012 yaitu sebesar 446.140.831.521,00, untuk

nilai tertinggi pada pajak reklame terdapat pada tahun 2016 yaitu sebesar
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667.852.412.254, untuk nilai rata-rata pgjak reklame yang dikeluarkan oleh Pemda
Stabat dari tahun 2015-2017 yaitu sebesar 527.481.482.987. Pada nilai selisih
pajak reklame terendah terdapat pada tahun 71.521.444.701,00, sedangkan selisih
tertinggi terdapat padatahun 2013 yaitu sebesar 123.043.950.012,40

Dari hasil analisis data diatas maka dapat dilihat dari tahun 2015-2017
nilai realisasi pajak reklame tidak melebihi nilai anggaran pajak reklame, hal ini
menunjukkan bahwa Pemda Stabat sudah dapat mengelola anggaran pajak
reklame dengan baik sehingga belanja yang dikeluarkan tidak melebihi dari nilai
anggaran yang sudah disediakan.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan
asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan
oleh daerah dalam rnelaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai
dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan
dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan
pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak
hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan
kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah dianggap sebagai
alternatif dalam memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai
keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan
rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang

dikehendaki setiap daerah.
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2. Analisis Data

Tabel 1V.1
Target dan Realisas PendapatanAsdli DaerahK ota Stabat Tahun 2015-2017
Tahun Target Realisas Caf))/?]an
2015 163.107.811 | 143.520.000 87
2016 216.659.656 | 197.042.000 80
2017 269.333.925 | 250.916.160 75

Sumber: Data Pendapatan Daerah Pemda Stabat (2018)

Pada tahun 2015 pendapatan asli daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp
489.170.253.019 sedangkan redlisasi yang didapat lebih rendah sebesar Rp
465.868.953.787 dan selisihnya sebesar Rp -23.301.299.232, hal ini menunjukkan
bahwa kinerja pemerintah mangjerial belum baik karena nilai realisasi pendapatan
tidak mencapai anggaran.

Pada tahun 2013 pendapatan asli daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp
561.421.585.668 sedangkan target yang didapat lebih besar sebesar Rp
542.932.883.914,50 dan selishnya sebesar -18.488.701.753,50. hal ini
menunjukkan bahwa kinerja pemerintah manajerial belum bak karena nilai
realisasi pendapatan tidak mencapai anggaran.

Pada tahun 2014 pendapatan asli daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp
592.759.706.798 sedangkan target yang didapat lebih rendah sebesar Rp
567.805.891.385,46 dan selishnya sebesar -24.953.815.412,54, hal ini
menunjukkan bahwa kinerja pemerintah manajerial belum baik karena nilai
realisasi pendapatan tidak mencapai anggaran.

Pada tahun 2015 pendapatan asli daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp
610.439.739.490 sedangkan target yang didapat lebih rendah sebesar Rp

573.201.021.262,92 dan selishnya sebesar -37.238.718.227,08, hal ini
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menunjukkan bahwa kinerja pemerintah manajerial belum bak karena nilai
realisasi pendapatan tidak mencapai anggaran.

Pada tahun 2016 pendapatan asli daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp
676.540.322.667 sedangkan target yang didapat lebih rendah sebesar Rp
658.060.502.765,46 dan selishnya sebesar -18.479.819.901,54, hal ini
menunjukkan bahwa kinerja pemerintah manajerial belum baik karena nilai
realisasi pendapatan tidak mencapai anggaran.

Pada tahun 2012 pajak reklame dengan nilai anggaran sebesar Rp
517.662.276.222 sedangkan realisasi yang didapat lebih rendah sebesar Rp
446.140.831.521,00 dan selishnya sebesar Rp 71.521.444.701,00, hal ini
menunjukkan bahwa kinerja pemerintah manajerial sudah baik karena nilai
realisasi pajak reklame tidak melebihi anggaran atau tidak terjadi pemborosan.

Pada tahun 2013 pajak reklame dengan nilai anggaran sebesar Rp
595.503.706.955 sedangkan target yang didapat lebih besar sebesar Rp
472.459.756.942,60 dan selisihnya sebesar 123.043.950.012,40. hal ini
menunjukkan bahwa Kkinerja pemerintah manajerial baik karena nilai realisasi
pajak reklame tidak melebihi anggaran atau tidak terjadi pemborosan.

Pada tahun 2014 pendapatan asli daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp
691.911.813.384 sedangkan target yang didapat lebih rendah sebesar Rp
571.815.142.219,50 dan selisihnya sebesar 120.096.671.164,50, hal ini
menunjukkan bahwa Kkinerja pemerintah manajerial baik karena nilai realisasi
pajak reklame tidak melebihi anggaran atau tidak terjadi pemborosan.

Pada tahun 2015 pajak reklame dengan nilai anggaran sebesar Rp

553.800.562.782 sedangkan target yang didapat lebih rendah sebesar Rp
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479.139.271.997 dan selisihnya sebesar 74.661.290.785,00, hal ini menunjukkan
bahwa kinerja pemerintah mangjerial baik karena nilai realisasi pajak reklame
tidak melebihi anggaran atau tidak terjadi pemborosan.

Pada tahun 2016 pajak reklame dengan nilai anggaran sebesar Rp
749.075.353.800 sedangkan target yang didapat lebih rendah sebesar Rp
667.852.412.254 dan selisihnya sebesar 81.222.941.546,00, hal ini menunjukkan
bahwa kinerja pemerintah mangjerial baik karena nilai realisasi pajak reklame
tidak melebihi anggaran atau tidak terjadi pemborosan.

Diketahui bahwa pendapatan asli daerah Kota Stabat mengalami kenaikan
dan penurunan, dari beberapa tahun dimana rendahnya Pendapatan Asli Daerah
(PAD) suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena secara struktural daerah
memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial,
tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintahan pusat. Selain itu
sumber-sumber keuangan dikuasai oleh pusat sehingga hal ini menyebabkan
daerah kurang mandiri dalam pengelolaan hasil materil sumber daya-sumber daya
dan potensi daerah tersebut. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari
berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan
daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin  maupun
pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba
usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah (NN, 2003).

Pendapatan asli daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang
tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-

sumber pendapatan asli daerah itu sendiri. Sutrisno (1984: 200) pendapatan asli
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daerah adalah suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah

untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah adalah

sebagai berikut : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah

dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD

yang Sah

B. Pembahasan

1. Fungs Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Reklame Pada

Dinas Pendapatan Daerah Kab. Langkat

Dalam upaya mencapai tujuan didirikannya perusahaan, organisasi
perusahaan memiliki berbagai fungsi yang berkaitan dengan pencapaian tujuannya
tersebut. Maka anggaran sangat diperlukan dalam suatu perusahaan yang
berfungsi sebagai alat pengawasan.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa kemampuan
pengawasan Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat dalam
merealisasikan pajak reklame belum maksimal, terlihat dari tahun 2015 s/d 2017
belum mampu tercapainya target atau rencana yang telah ditetapakan.

Adapun prosedur penagihan pajak daerah di Dinas Pendapatan Adli
Daerah Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut :

1. Mendistribusikan SSPD kepada petugas pemungut pajak daerah

2. Melakukan pemungutan pajak ke lokasi pajak wajib pajak

3. Menyerahakan uang hasil pungutan beserta tembusan SSPD

4. Merekap hasil tagihan pajak dan menyerahkan uang hasil tagihan pajak

5. Pengarispan tembusan SSPD



42

6. Mencocokan jumlah uang dengan SSPD
7. Melakukan penyetoran hasil penagihan ke bank
8. Menyimpan bukti setor bank

Berdasarkan hasil analisis data dapat dilihat selama lima tahun terakhir
bahwa pada tahun 2015-2017 tidak mencapai target anggaran yang telah dibuat
pemerintah Kota Stabat

Menurut Halim (2011: 20) Analisis terhadap kinerja pendapatan daerah
secara umum terlihat dari realisasi pendapatan dan anggaranya. Apabila realisasi
melampaui anggaran (target) maka kinerja dapat dinilai dengan baik.

Menurut Siagian (2012:259), “Pengawasan dilakukan bertujuan untuk
mencegah terjadinya diviasi dalam opersional atau rencana, sehingga berbagai
kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik dalam arti
bukan hanya sesuai rencana, akan tetapi dengan tingkat efektifitas yang setinggi
mungkin.”

Nafarin (2011, Ha 30) Anggaran merupakan alat pengawasan
(controlling), pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan
perkerjaan dengan cara - Membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran) -
Melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu (apabila terdapat
penyimpangan yang merugikan).

Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan
bahwa “Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses
kegiatan yang ditujukan menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien

dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan
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Penelitian yang dilakukan oleh Hanum (2010) Peranan Anggaran
Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Studi
Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara, hasil penelitian menunjukkan
bahwa peranan anggaran penerimaan pajak daerah belum dapat dijadikan sebagai
alat perencanaan dan pengawasan dengan baik.

2. Penyebab Tingkat Penerimaan Pajak Reklame Di Dinas Pendapatan
Daerah Kab. Langkat Pada Tahun 2013 Sampai 2017 Tidak M encapai
Target Yang Telah Ditetapkan

Perencanaan berarti menentukan sebelumnya kegiatan yang mungkin
dapat dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Keberhasilan suatu kegiatan
dalam pencapaian tujuannya yang efisien dan efektif ditentukan oleh adanya
perencanaan yang matang, organisasi yang tepat, serta pengelolaan yang baik.

Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah bukanlah
disebabkan oleh karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak
memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan
oleh kebijakan pemerintahan pusat. Selain itu sumber-sumber keuangan dikuasal
olen pusat sehingga hal ini menyebabkan daerah kurang mandiri dalam
pengelolaan hasil materil sumber daya-sumber daya dan potensi daerah tersebut.

Pendapatan asli daerah itu, dianggap sebagal alternatif dalam memperoleh

tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagal keperluan pengeluaran yang

ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu
peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

Dapat diketahui dari hasil analisis data menunjukkan bahwa faktor yang

menyebabkan anggaran pendapatan asli daerah disebabkan oleh retribusi daerah
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yang tidak mencapai target dari tahun 2012 s.d 2016 dimana setigp tahunnya
presentase anggaran dibawah 100 % hal ini lebih kecil dari standar kinerja
manajerial.

Hasil penelitian ini secara umum mampu menjawab rumusan masalah
penelitian dimana jawaban dari setigp rumusan masalah adalah disebabkan oleh
adanya penurunan dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain
pendapatan yang sah yang sah yang belum dapat memenuhi target setiap
tahunnya.

Pengukuran Kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan
untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.
Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran.

Kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk
melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung
jawabnya dengan hasil yang seperti diharapkan. Kinerja manajerial adalah
seberapa efektif dan efisien managjer telah bekerja untuk mencapai tujuan
organisasi. Kinerja merupakan penampilan hasil kerja baik secara kuantitas
maupun kualitas. Kinerja dapat berupa penampilan kerja perorangan maupun
kelompok. Kinerja organisasi merupakan hasil interaksi yang kompleks dan
agregasi kinerja sejumlah individu dalam organisasi.

Berdasarkan temuan penelitian ini seharusnya pihak Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Stabat harus bekerja sama antar bidang anggaran
yang akan digjukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada

DPRD yang tugasnya melakukan persetujuan anggaran. Anggaran Pendapatan
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yang disusun terlebih dahulu menentukan dasar-dasar penyusunan anggaran
melalui tahapan-tahapan persetujuan anggaran pendapatan sebagai berikut:

a. Berpedoman kepada pengalaman-pengalaman masa lalu dan prediksi masa
yang akan dating.

b. Menyelenggarakan konfirmasi data dengan masing-masing unit pelaksana
dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Stabat
berdasarkan sasaran dukungan sebagai penjabaran dari target keseluruhan
tujuan yang ingin dicapai.

c. Menyampaikan laporan konsep rencana anggaran pendapatan setelah
disesuaikan dengan hasil konfirmasi data untuk memperoleh arahan lebih

lanjut.



BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesmpulan

Dari hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan dari penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Dari hasil pembahasan maka dapat dilihat bahwa anggaran belum berjalan
dengan baik sebagai alat pengawasan pajak reklame hal ini disebabkan
karena setrigp tahunnya realisasi pajak reklame tidak mencapai target
anggaran pajak reklame.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya nilai dari pendapatan
asli daerah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pendapatan asli daerah,
pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah yang sah yang

belum dapat memenuhi target setiap tahunnya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian bagi instansi terkait

adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pemerintah Kota Stabat agar terus meningkatkan
penerimasan pendapatan retribusi daerah disamping itu Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) harus memperhatikan
faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemungutan retribusi

daerah sehingga lebih baik.

46
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2. Sebaiknya perusahaan meningkatkan pengawasan anggaran pajak reklame
yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten

Langkat.
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PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

STANDAR OPERASIONAL PENAGIHAN PAJAK DAERAH
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PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANGKAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAT DENGAN 31 DECEMBER 2015
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125 Eedira Ase Tetap Lalnnya 10.521 43102400 10,414,233,100,00 96,24
2.3 BELANIA TAK TERDUGA 7.000.000.000,00 S22.750.000,00 13,18
1.3.1 Belznja Tak Terdugz 7.000.090.000,60 SEL.750.000,00 13,18
SURPLUS | [DEFISIT) (317588 56282500 | (290,213,015,309,53) 9284

3 FEMBIAYAAN
L FEMERTMAAN DAERAH 364,335,390, 311.76 335.968.212.531 .52 104,79
T.1.1 Pengaunasn Sisa Labin Perfiitungan Anggaran (SILPAY 3E3,900, 219,541,765 331,196, 140,534,585 104,73
3.1.6 Panarim3an Piutang Daerzh 4.346,171.772,00 4.572.072.997,04 109,30
3.2 PENGELUARAN DAERAH 55,746.620,485,75 15.116,893.748,72 12
3.2.2 Perryertaen Modal (Tnvestzsly Pemerintah Dzerah 2.909,039.535,00 0,00 00
8,23 Pernbirvaren Fokok Ltang 14, 154.000.200,76 14,157,888, 748,72 100,00
3.2.4 Ferbayaran Litang Kepada Rekenanyiontrakio: 2603788500 00 552,955,000, 060 36,98
PEMBIAYAAN NETTO 312 988.568,436,00 70.851.229.782,90 118,64
SISA LERIH PEMBLAYAAN ANGEARAN [SILPA) 0,00 BO1.638, 314.473,3F 0,00

LAPCTAH REALIZAST ANGEARAN PENGARATAN T BELANL: DMERAN

Halasman 2 dari 2



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANGKAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANMIA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMEER 2016

FEALIEAS]

—

B il

20186 016
—_———

PENDAPATAN 7683,190,290.623,00 742.506.961.424,30 4 o5
1. PEMDAPATAN ASLI DAERAH 610,439.739,480,00 573, 201.021.262,52 28,18
1. Pendapatan Pajak Daersh 505,029 018, 288,00 B0, 607, 263.504,07 10355
1. Penctapatan Retribus Daeran I76.979,620,834,0] 135,694 B79.407 85 827
% Perdapatan Hasi Pengeiolaan Kekayaen Daersh Yang Dipisshkar LLASL162.561,00 11.727. 35551157 100,31
L. Lein-lain Pendapatan Asil Dagrah yang Sah 135,500, 754.019,00 137.271.000.720,78 100,34
L. PENDAPATAN TRANSFER | 994 776758, 060,00 1,718,727, 194.630,00 &8,
Ll Ti arsfer Pamierintah Pusat - Dana Perimbangan 1.414.557.874.736,00 1.422.441 737.18400 100,56
1.2.1.1 Cana Bag Has| Pajak 754.364,427.000,00 73 58 EEA571,00 108,53
LodobaZ D Bagl Hasi Bukan Pajak (Sumbar Days Alam) 1.907.543,786,00 754.913,183,00 41,57
SR A Dara Alakas Lmum 1,066,659, 104,000,00 1,066,353.555.440,00 9,57
1.2.1.4 Dana Aokl Kinsus £1.554,500.000,00 81.554.600.000,00 100,03
1.2.2 Tranafer Pesnerintah Pusat - Lalnmya { 75,000,542.000,00 172,402, 740, 500,00 98,50
s e Dara Peryesusian 175,0230,548,008,00 172,402.743.500,00 98,50
R | Trantfer Pemarintah Provins 355.199.433,074,00 123.802.707.836,L0 34,88
3254 Pendapatan Eagl Hasil Fajak 355,199,433,074,00 1273,396,108.775,00 34,74
1.2.3, Perdapatar Bagi Hasil Lanrya 0,00 486.599.158,00 0,00
1. LATH-LATH PENDAPATAM YANG SAH 27.B92.440,000,00 33,559.267.650,00 120,32
. 18 | Pendazatan Hibah 4, H50 D000, 00 £,350,000,00C,00 100,00
S | Pendapatan Lalnnyz 23,042, 440,000,00 26,700,267 850,00 124,59
1 BELAMIA 3,435, 718.55%999,00 2032799976733 88 3,31
1.1 BELAKDA OPERAST 2 A0EAES SR0005,00 7.349.957,185.530.50 90,15
1.1.1 Belanga Pegave 1,658,817, 3200 725,00 1,501 .246,141.761,00 4,12
1.1.2 Belara Barang 7H0, 595,742, 263.00 520.327.563.596,45 BLE4
P Belanja Bunga 2.368.933.100,00 2.043.903.086,43 06,26
o 2atania Hiban 147 DA ATE 000,00 135,372,516, 187,00 90|68
1:1.5 Belare Banhuan Sesial 46,433 03451 7,00 I1.636.796.000,00 6858
1T Balanjs Bantuan Keuangan 1165667 000/00 1.166,264.000,00 9987
1,2 BELANIA MODAL 782,263, 265.444,00 BELA84.041,203,00 &7 17
B 7 Eaianga Tanah 76,302,541, 400,00 4671, 130.200,00 17,7
1.2.2 Belamja Paralakan dan Hesin 199, 675,672 746,00 165,467,048, 385,00 aa87
- T




HaL URUT URALAN ANGGARAN REALISASI (%)
2016 2016

2.2.4 Eefania Jalan, [rigasi dan Jaringan 4041049, 730, 100,00 351,751 793, 258,00 1.3
2.2.5 Eelaniy Asst Tetap Lainnys 10,321.431,024,00 10:414.233.100,00 96,24
2.3 BELANIA TAK TERDUGA 7.000.000.000,00 §22.750.000,00 12,18
2.3.1 Beferia Tek Terduge 72500,000.000,00 532.750,000,00 1318
SURPLUS | (DEFISIT) [3132,588,552 825,00 {230,212.01E,300,58) 92,84

3 PEMBIAYAAN
2.1 PENERIMAAN DAERAH 368.335.991. 711,76 585,966,213,531,62 104,79
3.L.1 Benggueass Slea Lebih Perhkungan Anggarsn (SILPA) 363.589.219.541, 76 301,156, 140.5 34,58 104,73
3.1.8 Penerimaan Mutang Decroh %.345,171,770,00 4772072997 04 108,80
2.2 PENGELUARAN DASRAH 55, 795.829.485,76 15.116,800,743,72 A2
52,2 Penyertzan Moda) (Tnvestas!) Pemerirtah Dagran 6,985,099 588,00 0,00 000
5.7 3 Pambayaran Pekok Utang 14154000008, 76 14,153,886, 743,72 104,00
3.2.4 Pemitayaran Litang Kepada Rekanan/Kontrakior 2.503.788.500,00 €52, 905,000, () 3,58
PEMBIAYAAN NETTO| 312,588,552 824,00 370,851,320, 782,80 118,54
STSA LEETH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)| 0,00 B0.628.314.473,32 0,00

—

LAPCREN REALTRAST ANGRAR AN FEROAFATAN DAN BELEMIA DRERAH

Halaman 2 dasi 2



MA.JELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN

BISNIS

HL Kapten Mukhtar Basri No, 3, Medan, Telp, 061-0624567, Kode Pus 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Momaor Agenda: 127 TDLSKRAKT.FERUMSLY7/4/201 8

Mama Mahasiswa

MPM

Program Studh

Kaonsentrasi

Tanggal Pengajuan Judul

Judul yairg disciujui Program Snadi

Mama TIosen pembimbing
Judul akhir dizerujui Dogen Pembimbing

I¥isshkan oleh:

Ketua Program Spadi Akuntansi

{Fitriani Saragih, §

Lerabaron isl d nystaban sah jla romor ggenda ssinme dwgan somor agende pata saai pengafu judd cnine,

¢ Bastar Agung Frayoga
S 1405170784
¢ Alumtansi
» Perpajakan
cTIRZ01E
- Moinor .. ; , Ak,
Al:emauf_[uiml qumya G b
............... {D:le da.n I
il iiea ﬂ'?&ul'l&f- EMB
: AR5 ﬁ'@‘s‘ﬂ% Schacgy. ATk
W kektuwe M as & I gst
Critetala WDIM dan d.lpnntfm:h Masen Pﬁ'ﬂl]l"‘l‘ll‘l ng]l

Dosen Pembinbing

Halsran o 2 dan 7 halarosn




PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

st Tkl s
Kepada Yih, |
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonoml dan Bisnis UMSU
i
Medan
Assalamu’abaikem Wr. Wh.
Saya yang bertanda fangan di bawah ini:
Nama Lengkap e lale It | |2 4le|u|n|c PIE|A | Ie |67
e (1 ]alols] 3ol 7] 8[4
Tempat. Tgl. Lahir :T*M{j LA zlo]-lola]|-1t|2]2]3 !I|
Program Studi ¢ Almuntomei |
ianajemen '
Alamat Mahasiswa z|q |5 || || D Sluja|s |= Pla|s|#|®]|d I
Mo |RIE
TempatPenclitian — : {0 |y 1 |94 |G E’EHJWPE‘I‘E%“ Al L
4 o lale [T |W blalp (WlP R |t | W .
Unln gl Elnlk -'
y |
aamatPenelitin [T ]y anla] FTL [ A WD {¥ vz A |
SH|xn|b[2lk |

Memohon kepada Bapak uniuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan
: dentifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1, Transkrip nilai sementara

7. Kwitansi SPP takap berjalan

Demikiznlah pcrmohonan ini saya buat dengan sebenamya, atas perhatian Bapak saya ncapkan terima kasih

Diketah Wassalam
Ketua/Sek m Studi Pemohkon

,Wrand S

FBrTRIG SARRGIE SE. O3S iSTHESUNG TP &

.......................




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS

JL Kapten Mukhtar Basr No. 3. Medan, Telp, 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN
Mo, Agends; 127IDLASKRAKT/FERUMSTIT/A201 1

Kepada ¥ih.

Ketoa Program Stodi Akontansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Mubammadiyah Sumatera Utarg

Medan, 7/8/2018

di Medan

Diengan hormat.

Sayva yang bertanda tangay i bawah ini,

Hama : Bastar Agung Prayoga
NFM o 1403170784

Program Siudi 1 Akuntansi
Konsemirasi : Terpaiakan

Dralam rangka proscs penyusiaan skripsi, sava hermohon unuk mengajukan judal penelitian berilot ini:
[dentifikas: Masalah :  Biays Modal Belom Dapat Meminimalkan Penguwangan Pajak

Rencana Judal © 1. Analisis Biaya Moda! Dalam Meminimalkan Pengerangan Pajak

2. Amalisis Faktor-Faktor Yang Mempenguuhi Tax Hindrance =
1. Analisis Persepsi Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kecurangan Wajib Pajak

Ohjek/Tokasi Penelian  : PT. Arpeni Pratans Oceun Line
Demikisnlah permohonan ini saya sampaikan. Alas perbaticnnya saya ucapkan terimakasih

Bormat Saya
Pemohnn

Al

{Bastar Agung Fraynga)

Lembamn ini disywtskan wah fiod fomor sgends tamm dengam nomor sgends (e G661 panige] an LA orlne Halsrman ke 1 dorl 2 halamnn



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JI. Kapt. Mukbtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474 Medan

P [ P P

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA MAHASISWA  : BASTAR AGUNG PRAYOGA

NPM : 1405170784

JURUSAN : AKUNTANSI

KONSENTRASI : AKUUNTANSI PAJAK

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGAWASAN
PAJAK REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN LANGKAT

TANGGAL MATERI BIMBINGAN PARAF | KETERANGAN

/o9 18 [Biterimo T NN |

~ teori far MWMg

>

il o -"I
- (atax Mﬂxz&ﬁbﬁha‘%@ {4 /

werlam. !%F

e " Medan, september:amz
: Diketahui/Disetujui

Pembimbi ropoesal Ketua Jurusa

IKHSASAN

-~
(]

LAH, SE, M.Si FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si




MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA !
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JI. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ‘& (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Senin, 24 September 2018 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi
werangkan bahwa ;

|
Nama : BASTAR AGUNG PRAYOGA

N .P.M. ! 1405170784 ‘
Tempat/ TglLahir : TAMORA, 29-06-1993

Alamat Rumah : JLSUASA MABAR PASAR 4 I
JudulProposal :  ANALISIS ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGAWASAN PAJAK REKLAME

PADA DINAS PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LANGKAT
Disetujui / tidak disetujui =)

ltem Komentar _
bl '
LWM (efnts J&fﬂhﬂh-. c‘.ﬂd’ﬂ “d”m“
] ) lea P I ol T Ry oy vt el
l—wu dlmuﬂ ICenon (Ca muJ (e [m »fn”*"‘

il .-f-ﬂ-‘lﬂ-lkhh Aea il s A SR
ME'L/&‘M _ ek J"-""‘O““”ﬁ:fnn Tt

]

.QA.Hﬂ.ﬂf?‘?.f.....?@ﬁ%f.‘{?.“.. 92-{*’-'““ QP*’*‘Q*

nya
impulan [ Perbaikan Minor Seminar Ulang
( Perbaikan Maynr\j
T— Medan, 24 Scptember 2018
TIM SEMINAR
Ket g taris
p [,L.{/LE
FITRIANI SARAGIH SE,M.Si ZULIA-HANUM;SE, W.Si
Pembimbing Pembanding

IKHSAN ABDUEHAH,SE,M.Si DR.EKA NURMALASARI SE,M.Si




MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Bashi No. 3 Tel, (U61) 6524567 Ext- 204 Medan 220238

o e

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari
Senin, 24 September 2018 menerangkan bahwa:

MNama : BASTAR AGUNG PRAYOGA

N .P.M. : 1405170784

Tempat / Tgl.Lahir +  TAMORA, 29-06-1993

Alamat Rumah : JLSUASA MABAR PASAR 4

JudulProposal : ANALISIS ANGGARAN SEFBAGAT ALAT PENGAWASAN PAJAK

REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN

LANGKAT

Proposal dinyatakan syah an emenuhi Slyart untuk menuls) Sekripsi dengan
iy 1 - L A8 TR

pembimbing : ... LehsEn dkdull <L Je J &“7 ’

L L L LR T

Medan, 24 September 2018

TIM SEMINAR
Ketua retaris
. e}
FITRIANI SARAGIH,SE M.5i ZULI NUM. SEM.Si
Pembjmbing Pembanding
IKHSAN AB AH,SE M.Si DR.EKA NUR ASARLSE,M.5i

Diketahui / Disetujui
An. Dekan
Wakil Dekan |

ADE GUNAWAN JSE, M.Si
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MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp, (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
g Corde:  Fperrityd Website : hitpllwww.umsu.acid  Emall : rektor@umsu.ac.id

gl sural irl s gtk
anggakys

Nomor USEIL3-AUUMSU-05/E /2018 Medan,14 Muharram 1440 H

Lampiran Y- 24 September 2018 M
Perihal : IZIN RISET

Kepada -

Yth. Bapak / Ibu Pimpinan

DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. LANGKAT
ln. T. Amir Hamzah, Stabat

Di.-

Tempat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, schubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon
kesediaan Bapak / Ibu  untuk memberikan kesempaten pada mahasiswa kami melakukan riset di
Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan
salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisais Universitas Muhammadiyah Sumutera Utara
tersebut adalah:

Nama : BASTAR AGUNG PRAYOGA
NPM - 1405170784

Semester : IX (Sembilan)

Program Studi : Akuntansi

Demikian luh surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Dapak / Ibu berikan kami
ucapkan terima kasih. .

Wassalamu’alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh

Temhbusan :

. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Pertinggal.




PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Teuku Amir Hamzah Nomor 4 Kwala Bingsi, Stabat
Telepon (061) 8910202 Faks (061) 3010202
Email : balitbanglangkati@yshoo.coid  Website : Balitbang. kablangkat.go.id

v ;|
4 ppren aa Bt

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
Nemor : 025/«83//Balitbang/2018

Derdasarkan surat HKeputusan Bupati Lengkat Nemor 57 Tabun 2001, Tanggal
Novemher 2001 dan Peraturan Bupati Langkat HNomor 55 Tahun 2013, tanggal =24
Hovember 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangsn
Kabupaten Langkst dan setelah membaca/memperhatikan surat daril Dekan Fakultas
Fkonomi dan Bisnis UMSY Nemer 4533/II.3-AU/UMSU-0S/F/2018 tanggal 24 Septerber
2018 Hal : 1zin penelitiam.

Badan penelitian dan penge-ubangan Kabupaten Langkat dengan ini memberikan surat
rekomendasi penelitian kepada

Nama : Bastar Agung Pravoga

NP : 1405170734

Prodi 1 Akuntansi

Lokasi : Dinas Pendapatan Asli Daerzh Habupaten Langkat

Dengan ketentuan sebagai berikut ¢

1. Sebelum melakukan Penelitizn terlebih dahulu harus melaper kepada pimpinan
satuan Kerja Perangkat Daerah Irnstansi yang ditetapkan.

2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi penelitian.

3. Tidak dibenarkan melaskukan perelitian atau aktiwvitas lai di luar lokasi yang
telah direkcnendasikan.

4. Hasil penelitian diserahksn kepsda HKepalz Balltbang Kabupatecn Langkat
selatbat-larbatnya 2 (cualbulan setelah penelitian.

5. Surat rekomsndasi  penelitisan  dinyatakan batal apsbila pemegang sural
rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atan peraturan yang perlaku pada
pemerintah Habupaten Langkat.

&. Surat rekomendasi penelitian ini beriaku sejak tranggal dikeluarkan.

Demikian sureat inil diperbuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan 4i : Kabupaten Langkat
Pada Tanggal : 27 September 2018
KEFALA BADAN BEH .“' \ EEGEMPAMGAN
- b 2 g

Tembusan

1. Bupati Langkat scbagai Larporan

2. Kepala Dinas Pendapatan Asli Daerah Kab. Langkat
3, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSD

4. Yang Bersangkutan

5. Partinggal




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri Mo. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061] 5625474

gt 1 L o Wisbsite : hitpliwww.umsu.zeid  Emall : rektor@umsusac.id

wnjaveaks sural inl sgae fiacbul

rdan manggalnya
MNomor ' 5489 /11.3-AU/UMSU-05/F/2018 Medan, 29 Muharram 1440 H
Lamp. o 09 Oktober 2018 M
Hal : MENYELESAIKAN RISET
Kepada

Yth, Bapak / Ibu Pimpinan

DINAS PENDAPATAN ASLI DAERAH KAB. LANGKAT
di

Tempat.

Assalamu alatkum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormal, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya. mohon kesediaan
Bapak/Thu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang
Bapak/Tbu pimpin, guna untuk melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV -V, dan
setelah itu Mahasiswa vang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari
Perusahaan yang Bapak/Tbu Pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian
Program Studi Strata Satu ( S1 ) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah

Nama : BASTAR AGUNG PRAYOGA

NPM - 1405170784

Semester : IX (Sembilan)

Program Stud! @ Akuntansi

Judul Skripsi . ANALISIS ANGGARAN SEBAGAT ALAT PENGAWASAN PAJAK
REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
LANGEKAT

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Tbu berikan, Kami ucapkan
terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmarullahi Wabarakatua,

Tembusan :

I e e ————



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Tauku Amir Hamzah Nomor 4 Kwala Bingai, Stabat
Telepon (061) 8910202 Faks (061) 8910202
Ewmi:bambanghngkauﬁuahaoxajd chbsﬁa:EaMbang&aangkatgajd

1y

; {fjg_rﬂr_l.”r,m

SURAT REKOMENDAST PENELITIAN
Momear DTS!E%Z&Balitbangfzﬂlﬂ

Berdasarkarn surat Kepotusan Bupati Langkat Nomor 57 Tahun 2001, Tanggal
November 2001 dan Peraturan Bupati Langkat Nomor 55 Tahun 2010, tanggal 24
Novembier 2010 tentang Tugzs Pokok dan Fungsi Badan Perielitian dan Pengenbangan
Kabupaten Langkat dan setelah membaca/memperhatikan Surat dari : Dekan Fakultas
Exoncmi dan Risnis uMeqn Nemor 5489{[1;E—HUIUHSU—DEIFHEUIH tanggal 08 COktober 2013
Hal ; Menyelesaikan Riset.

Badan penelitian dan pengesmbangan Kabupaten Langkal dengan ini memberikan strat
rekomendasi penslitian kepada :

Hama ¢ Bastar Agung Frayoga

NEM ¢ 1405170784

FProdi ! Akuntansi

Lokasi ¢ Dinas Pendapatan as|j Daerah Xabupaten Langkat

Dengan ketentyan sebagai berikut

1. Hasil penelitian diserahkan kepads Kepala Ballitbang Kabupaten Langkat
seJambat—lamba:nya 2 (dua)bulan getelah penaliktian,

24 Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apahbila Pemegangy s=urat
rekomendssl tidak mengindahkan  ketentpan atan peratursn vang berlaku pada
pemerintah Kabupaten Langkat,

3. surat rekomendasi penelitian ini berlaky sejak tranggal dikeluarkan.

Pemikian sureat ini diperbuat ugtuk dipergunakan Sabadaimana mestinya.

Dikeluarkan di ¢ Habupaten Langkat
Pads Tanggal L 12 Beplember Z013
KEFALL BADRN ﬂy‘- 7

Tembusan

1. Bupati Langkat sebagai Laporan

2. Kepala Dinas Perdapzlan Asli Daerah Kab. Lanrgkat
3. Dekan Faxultas Ekonomi dan Bisnis UMsT

4. Yang Bersangkutan

£. Pertinggal




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

% Jalan Kapten Muchtar Basri No, 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
e O g Website : http/lwww.umsu.acid  Email ; rekton@umsu.ac.id

b purst ind agar deakudeen
fan EnpgakTya

PENETAPAN PROYEK PROPOSAL
MAKALAH / SKRIPSI MAHASISWA
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING
e e

NOMOR : 5490 / TGS / I1.3-AU / UMSU-05 / F / 2018
Aszalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan,

berdasarkan Surat Persetujuan Ketua Jurusan AKUNTANSI, Tanggal 24 SEPTEMBER 2013
Menetapkan Risalah Makalah / Skripsi :

Nama : BASTAR AGUNG PRAYOGA

NPM : 1405170784

Semester : [X (Sembilan)

Program Swdi  : Akuntansi

Judul Skripsi : ANALISIS ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGAWASAN PAJAK
REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
LANGEAT

Pembimbing : IKHSAN ABDULLAH, SE, M.Si

Dengan demikian di izinkan menulis Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Risalah / Makalah / Skrpsi dengan
ketentuan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara —~ Medan.

2. Proyek Proposal / Skripsi dan tulisan dinyatakan ” BATAL * bila tidak selesai sebelum
Masa Daluarsa tangpal : 09 OKTOBER 2019

Wassalomu ‘alatkum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ditetapkandi ~ : MEDAN

Pada T'anggal 1 29 Muharram 1440 H
09 Oktober 2018 M

Tembusan :
. Weakil Rektor — IT UMSTS Medan.

7 Pertinounl




